Per pust akaan Sekol ah Tinggi |l nmu Kepolisian (STIK) >> Tesis
Kl K

Fungsi bidang pembinaan hukum polda jawa tengah terhadap provos
dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga
Veronica Ari Herawati

Deskripsi Lengkap: https:/library.stik-ptik.ac.id/abstrakpdfdetail .j sp? d=28937& | okasi=lokal

Topik dalam tesisini diangkat dari adanya kasus yang masuk ke Bidbinkum Polda Jawa Tengah, dengan
fokus pada mekanisme penanganan tindak pidana dan pelanggaran disiplin yang dilakukan Bidang
Pembinaan Hukum Polda Jawa Tengah terhadap Provos dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah
tangga. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Untuk mengumpulkan
data-data yang diperlukan, peneliti melakukan dengan pengamatan, pengamatan terlibat dan wawancara.
Hasil Penelitian menunjukan bahwa (1) Penanganan pelanggaran penelantaran keluarga yang dilakukan oleh
anggota Polri selamaini selalu diproses melalui sidang disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah pasal 7
PP No. 2 tahun 2003. (2) Provos dalam penerapan pasal dimasukkan dalam pasal disiplin yang didalamnya
jugadiuraikan mengena undang-undang yang dilanggar, tetapi Bidbinkum sebagai pembina Hukum dalam
penerapan pasal terhadap kasus tersebut diatas hanya mencantumkan pasal disiplin dan tidak menjelaskan
undang-undang yang dilanggar. (3) Pemberian saran dan pendapat hukum yang dilakukan anggota
Bidbinkum berdasarkan pada putusan yang sudah ada, karena kurangnya pemahaman terhadap peraturan.(4)
Masih ada kasus-kasus lama yang tidak terselesaikan dengan tuntas. (5) Penjatuhan hukuman disiplin yang
diberikan dalam kasus penelantaran keluarga tidak membuat jera karena masih banyak yang melakukan
penelantaran keluarga dan pelanggaran terhadap hak perempuan. Saran yang dapat diberikan adalah : (1)
Perlu dipertegas peraturan yang digunakan untuk mengatur tentang hukum disiplin yang dapat memberikan
hukuman yang membuat jera dan tidak akan mengulangi karena merasa hukuman yang dijatuhkan terlalu
ringan. (2) Bidbinkum harus memberikan pertimbangan hukum yang lengkap (3) Perlu peningkatan
kemampuan anggota Bidkum yang mencakup pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan yang
berlaku, terutama yang berkaitan dengan anggota Polri sehingga dapat menerapkan hukum dengan baik. (5)
Perlu adanya komitmen yang tinggi untuk menangani kasus yang terjadi padaisteri anggota Polri khususnya
dan perempuan pada umumnya.
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